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BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) yang merupakan salah satu agenda pembangunan menyeluruh 

yang tertuang pada dokumen yang judul “Transforming Our World: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development” atau Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk 

Pembangunan Berkelanjutan, dengan isi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku di 

tahun 2016 hingga tahun 2030 (Panuluh & Fitri, 2016). SDGs sendiri berlaku bagi 

seluruh negara tanpa terkecuali, baik itu negara maju, negara berkembang ataupun 

negara kurang berkembang semua memiliki kewajiban untuk menjalankan dan 

mencapai tujuan dari SDGs itu sendiri. 

Terdapat 17 tujuan yang tertuang pada SDGs itu sendiri diantaranya (1) 

Menghapus Kemiskinan; (2) Mengakhiri Kelaparan; (3) Kesehatan yang Baik dan 

Kesejahteraan; (4) Pendidikan Bermutu; (5) Kesetaraan Gender; (6) Akses Air Bersih 

dan Sanitasi; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 

Ekonomi; (9) Infrastruktur, Industri dan Inovasi; (10) Mengurangi Ketimpangan; (11) 

Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang 

Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Menjaga Ekosistem Laut; 

(15) Menjaga Ekosistem Darat; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang 

Kuat; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 

Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar yang membentang di antara 

ribuan pulau dari Sabang sampai dengan Merauke yang terdiri dari 37 Provinsi. 

Berdasarkan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 
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2014), tepatnya pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan 

Kota; Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas 

kelurahan dan/atau Desa. Hal ini menunjukkan bahwa begitu luas dan besarnya 

wilayah Indonesia yang tidak dapat dipenuhi dan dijalankan sendiri oleh Pemerintah 

Pusat dalam membangun wilayah yang ada di dalamnya. Kondisi inilah yang menjadi 

tugas utama Pemerintah Daerah agar dapat menjalankan sebagian program Pemerintah 

Pusat dalam membangun dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 

Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dari begitu banyak dan luasnya wilayah 

yang ada di Indonesia, tentu masih adanya wilayah yang masih tertinggal seperti 

daerah pedesaan dan kelurahan. 

Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di 

tahun 2019 dan 2020 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1. Daftar Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Sumatera Selatan 

Tahun 2019 dan Tahun 2020 

No. Kabupaten / Kota Kecamatan Desa/Kelurahan 

1.  Ogan Komering Ulu 13 157 

2.  Ogan Komering Ilir 18 327 

3.  Muara Enim 22 256 

4.  Lahat 24 377 

5.  Musi Rawas 14 199 

6.  Musi Banyuasin 15 243 

7.  Banyuasin 21 305 

8.  Ogan Komering Ulu Selatan 19 259 

9.  Ogan Komering Ulu Timur 20 332 



3 

 

 

 

10.  Ogan Ilir 16 241 

11.  Empat Lawang 10 156 

12.  Pali 5 97 

13.  Musi Rawas Utara 7 89 

14.  Palembang 18 107 

15.  Prabumulih 6 37 

16.  Pagar Alam 5 35 

17.  Lubuk Linggau 8 72 

Sumatera Selatan 241 3.289 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 

 

Dari tabel 1 dapat menjelaskan sedikit informasi mengenai jumlah Desa dan 

Kelurahan di setiap Kecamatan dari 13 Kabupaten dan 4 Kota di Sumatera Selatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

membangun dan meningkatkan perkembangan desa dan kelurahan khususnya di 

Sumatera Selatan masih harus dilakukan demi perkembangan desa dan kelurahan yang 

lebih baik kedepannya. 

Status desa diklasifikasikan berdasarkan 5 (lima) kategori, yaitu desa sangat 

tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa cepat berkembang (maju) dan desa 

mandiri. Pada umumnya desa masih jauh tertinggal di bandingkan dengan perkotaan 

baik dari segi kesejahteraan masyarakat, sumber daya, pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, inovasi, hingga fasilitas-fasilitas yang ada. Salah satu penyebab mengapa 

desa lebih tertinggal dibandingkan perkotaan ialah kurangnya peran dari pemerintah, 

baik itu peran dari pemerintah Kabupaten Kota, pemerintah Provinsi bahkan peran dari 

pemerintah Pusat. Akibatnya adalah berdampak pada terhambatnya pembangunan 

yang ada di pedesaan. Bahkan menurut Hari Prayitno dalam (Anggraini & Lisdiana, 

2020) mengatakan bahwa belum semua hasil-hasil kemajuan pembangunan dapat 
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dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terlebih lagi penduduk yang ada di daerah 

pedesaan yang hidupnya di daerah-daerah terpencil bahkan di pedalaman. 

Kegiatan program lomba desa dan kelurahan atau sering disingkat LomDesKel 

melaksanakan perlombaan yang berdasarkan atas tiga bidang, seperti Bidang 

Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan. Untuk Bidang 

Pemerintahan sendiri terdiri dari aspek Pemerintahan; kinerja; inisiatif dan kreativitas 

dalam pemberdayaan masyarakat; desa dan kelurahan yang berbasis teknologi 

informasi / E-Government; dan pelestarian adat dan budaya. 

Kemudian pada Bidang Kewilayahan terdiri dari aspek identitas; batas; inovasi; 

tanggap dan siaga bencana; dan pengaturan investasi, sedangkan Bidang 

Kemasyarakatan terdiri dari aspek partisipasi masyarakat; lembaga kemasyarakatan; 

pemberdayaan kesejahteraan keluarga; keamanan dan ketertiban; pendidikan; 

kesehatan; ekonomi; penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan kapasitas 

masyarakat. 

Pelaksanaan Program Lomba Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian 

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan 

yang berkembang atau cepat berkembang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Menteri Dalam Negeri RI, 2015). Program Lomba Desa dan 

Kelurahan sangat berkaitan erat dengan keberadaan SDGs. Kaitan antara Program 

Lomba Desa dan Kelurahan dengan SDGs ada pada beberapa poin tujuan SDGs, 

diantaranya ada pada tujuan ke-1 yaitu (Menghapus Kemiskinan) yang masuk dalam 

bidang kemasyarakatan pada aspek penanggulangan kemiskinan, tujuan ke-3 

(Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) yang masuk dalam bidang kemasyarakatan 

pada aspek kesehatan, tujuan ke-4 (Pendidikan Bermutu) yang masuk dalam bidang 
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kemasyarakatan pada aspek pendidikan, tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan 

Pertumbuhan Ekonomi) yang masuk pada bidang kemasyarakatan pada aspek 

ekonomi, tujuan ke-9 (Infrastruktur, Industri dan Inovasi) yang masuk dalam bidang 

kewilayahan pada aspek inovasi, dan tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan dan 

Kelembagaan yang Kuat) yang masuk dalam bidang pemerintahan tepatnya aspek 

pemerintahan pada Program Lomba Desa dan Kelurahan. 

Program Lomba Desa dan Kelurahan yang memiliki kaitan dengan tujuan SDGs 

yang menunjukkan bahwa masih banyaknya peristiwa yang dialamai di berbagai 

negara di dunia. Peristiwa tersebut juga masih belum terselesaikan di Indonesia dan 

bahkan di Provinsi Sumatera Selatan seperti masih banyaknya penduduk yang 

mengalami kemiskinan, kesehatan yang kurang baik, kurangnya kesejahteraan, 

pendidikan yang kurang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang melemah, kurangnya 

infrastruktur dan inovasi, serta lemahnya kelembagaan pemerintahan yang menjadikan 

tujuan tersebut masih harus dibenahi hingga saat ini. Dalam hal ini Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Selatan melalui 

program lomba desa dan kelurahan berusaha untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut di tingkat daerah. Dengan harapan nantinya permasalahan-

permasalahan diatas dapat diselesaikan atau sedikitnya dapat mengurangi dampak dari 

permasalahan yang ada. 

Adapun peristiwa yang sering dihadapi Desa dan Kelurahan dan berusaha di 

atasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) 

No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yaitu pada 

Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan. Tiga poin 

tersebut menjadi poin utama yang selalu diharapi Desa dan Kelurahan. Pada bidang 
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Pemerintahan misalnya, adakah bantuan keuangan untuk desa, adakah 

bimtek/sosialisasi/pelatihan terkait pemerintah desa, adakah bangunan gedung kantor 

desa atau kelurahan, apakah kantor desa atau kelurahan yang di bangun bersifat 

permanen atau semi permanen, apakah desa atau kelurahan memiliki balai desa (bagi 

desa) atau gedung pertemuan dalam rangka penguatan kelembagaan pemerintahan. 

Begitu pula dengan permasalahan pada bidang kewilayahan, dan  bidang 

kemasyarakatan, apakah pemerintah desa atau kelurahan pernah melakukan fasilitasi 

mengenai batas desa atau kelurahan yang dilakukan diantara kecamatan, apakah desa 

dan kelurahan memiliki program keberpihakan terhadap masyarakat yang kurang 

mampu, dan masih banyak lagi. 

Pada pembangunan Desa dan Kelurahan, salah satu bentuk pembinaan dan 

pengawasan oleh Pemerintah yaitu Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang 

diatur dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015 melalui penyelenggaraan Lomba Desa 

dan Kelurahan yang dimaksud tidak hanya untuk mengetahui status dan tingkat 

perkembangan Desa dan Kelurahan, namun juga mengetahui efektivitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat serta untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing Desa 

dan Kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan tujuan dari 

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel) adalah untuk melihat 

tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan Desa dan Kelurahan dalam 

kurun waktu tertentu. 

Lomba desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh 13 

kabupaten yang diwakili oleh desa terpilih dari daerah masing-masing, serta diikuti 

oleh 4 kota yang diwakili oleh kelurahan dari daerah masing-masing. Adapun daftar 
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peserta lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan di lima tahun 

terakhir, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2. Daftar Kabupaten / Kota Peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat 

Provinsi Sumatera Selatan 

No. 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Banyuasin Banyuasin 

Pandemi 

Covid-19 

Banyuasin Banyuasin 

2.  - - - - 

3.  - Lahat - Lahat 

4.  Muara Enim Muara Enim 
Muara 

Enim 
Muara Enim 

5.  
Musi 

Banyuasin 

Musi 

Banyuasin 

Musi 

Banyuasin 

Musi 

Banyuasin 

6.  Musi Rawas Musi Rawas - Musi Rawas 

7.  - 
Musi Rawas 

Utara 
- 

Musi Rawas 

Utara 

8.  Ogan Ilir - - - 

9.  
Ogan 

Komering Ilir 

Ogan 

Komering Ilir 

Ogan 

Komering 

Ilir 

Ogan 

Komering 

Ilir 

10.  
Ogan 

Komering 

Ulu 

Ogan 

Komering 

Ulu 

Ogan 

Komering 

Ulu 

Ogan 

Komering 

Ulu 

11.  
Ogan 

Komering 

Ulu Selatan 

Ogan 

Komering 

Ulu Selatan 

- 

Ogan 

Komering 

Ulu Selatan 

12.  
Ogan 

Komering 

Ulu Timur 

Ogan 

Komering 

Ulu Timur 

- 

Ogan 

Komering 

Ulu Timur 

13.  - - - - 

14.  
Lubuk 

Linggau 

Lubuk 

Linggau 

Lubuk 

Linggau 
- 

15.  - Pagar Alam - Pagar Alam 

16.  Palembang Palembang - - 

17.  Prabumulih Prabumulih - - 

Jumlah 12 14 - 6 11 

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Program Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi 

Sumatera Selatan 2018-2022 
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Pada tabel 2 menunjukkan daftar peserta kegiatan lomba desa dan kelurahan lima 

tahun terakhir di Provinsi Sumatera Selatan. Peserta lomba desa dan kelurahan di 

Provinsi Sumatera Selatan sering kali Kabupaten ataupun Kota tidak ikut serta dalam 

kegiatan, hal ini seperti di tunjukkan di tabel 2 pada tahun 2018  terdapat 15 

kabupaten/kota yang mengikuti kegiatan, sedangkan 2 kabupaten lainnya tidak 

mengikuti kegiatan. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 14 kabupaten/kota yang ikut 

serta dan 3 kabupaten/kota lainnya tidak mengikuti. Selanjutnya pada tahun 2020 

kegiatan lomba desa dan kelurahan ditiadakan hal ini dikarenakan adanya bencana 

nonalam yaitu Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 kegiatan lomba desa dan kelurahan 

kembali diselenggarakan, namun masih ada daerah yang tidak ikut serta sebanyak 7 

kabupaten/kota. Pada tahun 2022 terdapat 2 daerah kabupaten/kota di Sumatera 

Selatan yang tidak mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan. 

Berdasarkan pada tabel 2 mengenai daftar peserta lomba desa dan kelurahan di 

Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan 3 juara umum dari desa maupun kelurahan 

serta 3 juara harapan untuk desa. Adapula daftar juara lomba desa dan kelurahan 

tingkat Provinsi Sumatera Selatan di lima tahun terakhir, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. Daftar Kabupaten / Kota Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat 

Provinsi Sumatera Selatan 

Juara Desa 

Tahun / 

Juara 
2018 2019 2020 2021 2022 

Juara 1 

Ogan 

Komering 

Ulu 

Ogan 

Komering Ilir 
Pandemi 

Covid-19 

Ogan 

Komering 

Ulu 

Ogan 

Komering 

Ulu 

Selatan 

Juara 2 
Musi 

Rawas 
Muara Enim Banyuasin 

Ogan 

Komering 

Ulu Timur 
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Juara 3 
Muara 

Enim 

Ogan 

Komering 

Ulu 

Ogan 

Komering 

Ilir 

Musi 

Rawas 

Utara 

Juara 

Harapan 1 

Ogan 

Komering 

Ilir 

Musi Rawas 
Muara 

Enim 
Banyuasin 

Juara 

Harapan 2 

Musi 

Banyuasin 

Musi 

Banyuasin 

Musi 

Banyuasin 

Ogan 

Komering 

Ulu 

Juara 

Harapan 3 

Ogan 

Komering 

Ulu 

Selatan 

Banyuasin - Lahat 

Juara Kelurahan 

Tahun / 

Juara 
2018 2019 2020 2021 2022 

Juara 1 Palembang 
Lubuk 

Linggau 
Pandemi 

Covid-19 

Lubuk 

Linggau 

Pagar 

Alam 

Juara 2 
Lubuk 

Linggau 
Pagar Alam - - 

Juara 3 Prabumulih Prabumulih - - 

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Program Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi 

Sumatera Selatan 2018-2022 

 

Pada tabel 3 menunjukan juara lomba Desa dan Kelurahan dalam lima tahun 

terakhir di Provinsi Sumatera Selatan, juara dari perlombaan tersebut selalu 

mengalami perubahan yang menunjukan betapa sengitnya kompetisi antar daerah 

namun pada tahun 2022 juara lomba desa dan kelurahan masih dalam proses kegiatan 

yang sedang berlangsung. 

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Dan Kelurahan Tahun 2021, 

2021 dijelaskan bahwa terdapat Tim Penilai Provinsi yang terdiri dari : 

1. Badan/Dinas/Biro yang menangani Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Dalam hal 

ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumsel; 

2. Dinas/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait; 

3. TP.PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Provinsi Sumsel; 
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4. Praktisi/akademisi; 

5. Unsur lainnya. 

Namun yang menjadi pokok permasalahan pada pengelolaan program Lomba 

Desa dan Kelurahan oleh  Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan teori 

dari Stephen P. Robbins & Mary Coulter yaitu pada dimensi pengorganisasian 

(Organizing) tepatnya pada indikator pembagian tugas dan penempatan pegawai serta 

pada dimensi kepemimpinan (Leading) tepatnya pada indikator motivasi. Menurut 

Stephen P. Robbins & Mary Coulter dimensi pengorganisasian (Organizing) adalah 

sebuah tindakan penataan atau penyusunan strukturisasi pekerjaan untuk mencapai 

sasaran seperti pembagian tugas serta penempatan kerja sedangkan dimensi 

kepemimpinan (Leading) adalah sebuah interaksi dengan orang lain untuk mencapai 

sasaran seperti pemberian arahan, motivasi serta komunikasi antar individu. 

Permasalahan pertama pada pengelolaan program Lomba Desa dan Kelurahan 

oleh  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yaitu 

pembagian tugas dan penempatan pegawai. Sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan 

Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2021 sudah jelas bahwasannya tim penilai lomba 

desa dan kelurahan itu tidak hanya terdiri dari DPMD Provinsi Sumsel dan Tim 

Penggerak PKK saja, melainkan juga adanya dinas atau OPD lain yang juga ikut serta 

dalam tim penilai dalam program lomba desa dan kelurahan tersebut. Pada 

kenyataannya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan 

No.180/KPTS/DPMD/2019 tentang pembentukan Tim Penilai dan Tim Evaluasi 

Perkembangan Desa dan Kelurahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, 

penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan di Provinsi Sumsel, tim penilai hanya dari 

pihak DPMD Provinsi Sumatera Selatan dan TP. PKK Provinsi Sumatera Selatan saja. 
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Padahal seharusnya dinas/OPD lain juga diikut sertakan dalam tim penilaian lomba 

desa dan kelurahan. Hal ini dikarenakan penilaian pada program lomba desa dan 

kelurahan juga berkaitan dengan banyak pihak dari dinas/OPD lain yang semestinya 

juga dilibatkan yang sesuai dengan poin penilaian perlombaan. Permasalahan kedua 

adalah pada pemberian motivasi. Salah satu bentuk pemberian motivasi juga dapat 

berupa honorarium. Semua anggota tim penilai lomba desa dan kelurahan di Provinsi 

Sumsel tidak diberikannya honorarium agar motivasi para anggota tim penilai lebih 

semangat dalam bekerja, namun hanya diberikan uang perjalanan dinas. 

Riset ini akan melengkapi hasil riset-riset penelitian sebelumnya tentang 

Program Lomba Desa dan Kelurahan yang lebih banyak menaruh perhatian pada aspek 

pemerintahan (Yana Sahyana, 2017; Annisa Aulia Putri, dkk, 2019; Jusniaty & 

Mursak, 2019; Syamsurizaldi, 2019), aspek lembaga kemasyarakatan (Ryan Anggria 

Pratama & Askarmin Harun, 2017), aspek inovasi (Rahmawati Ahfan, dkk, 2015), 

pemberdayaan kesejahteraan keluarga / PKK (Tony Pathony, 2019), aspek tanggap 

dan siaga bencana (Zulfikar Muhammad & Muhasim, 2020), aspek partisipasi 

masyarakat (Listyani Nur Baihati, 2021), serta aspek desa dan kelurahan berbasis 

teknologi informasi / E-Government (Nur Inna Alfiyah & Dwi Listia Rika Tini, 2022). 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek pemerintahan 

berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa seperti adanya kerjasama 

antar masyarakat dan swasta serta terselenggarakannya pemerintahan yang akuntabel, 

transparansi dan partisipasi. Disamping itu, dilihat dari aspek lembaga kemasyarakatan 

sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa dan kelurahan melalui sistem 

pengawasan yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat dan membantu tugas 

kepala desa dan lurah dibidang pemberdayaan. Selain itu, jika dilihat dari aspek 
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inovasi, beberapa desa dan kelurahan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah 

pusat dan daerah untuk menjalankan inovasi desa seperti pilot project desa mandiri. 

Adapun aspek pemberdayaan kesejahteraan keluarga/PKK melalui penguatan, 

perlindungan, penyokongan dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. Kemudian adapula aspek tanggap dan siaga bencana yang menjadi 

salah satu perhatian program lomba desa dan kelurahan untuk meningkatkan 

ketangguhan masyarakat khususnya yang berada di zona rawan bencana alam. Lalu 

pada aspek partisipasi masyarakat, masyarakat turut serta dan berperan aktif dalam 

melakukan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan skala prioritas 

masing-masing. Dan aspek desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi / E-

Government yang dimanfaatkan oleh desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

melalui penggunaan internet dan aplikasi. Tentunya, sebagian dari hasil riset penelitian 

sebelumnya bisa dihubungkan dengan pengelolaan program lomba desa dan kelurahan 

sebagai patokan pengelolaan lomba pada penelitian pengelolaan program lomba desa 

dan kelurahan. 

Namun, dari hasil bacaan literatur yang telah penulis lakukan terhadap penelitian 

terdahulu yang mengupas permasalahan pengelolaan program lomba desa dan 

kelurahan dari sisi fokus penelitian dengan penelitian terdahulu juga hampir sama 

yakni untuk melihat proses pemberdayaan masyarakat melalui program lomba desa 

dan kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kelurahan dengan 

menggunakan metode penelitian  yang hampir sama yaitu menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, tetapi dari penelitian terdahulu juga ada yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu dari sisi teori manajemen menurut 

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter masih belum ada. Dengan demikian, riset ini 
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akan mengisi kekosongan riset sebelumnya terutama dalam mendeskripsikan 

pengelolaan program lomba desa dan kelurahan dengan menggunakan teori Stephen 

P. Robbins dan Mary Coulter. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan 

permasalahan agar tidak semakin meluasnya tema pada penelitian. Untuk 

mempermudah dan memahami penelitian yang akan diangkat yaitu dengan judul 

Analisis Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki batasan yang perlu 

diperhatikan yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan/manajemen program 

lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas PMD Provinsi Sumsel dengan perspektif manajemen sektor publik, yang 

ditinjau dengan menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen dari Stephen P. Robbins 

dan Mary Coulter. Selain itu penelitian ini juga dibatasi oleh pelaksanaan program 

yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera 

Selatan pada masa pandemi covid-19. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menentukan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu Bagaimana 

Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh  Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Pengelolaan 

Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam keilmuan serta dapat 

menjelaskan permasalahan mengenai Pengelolaan Program Lomba Desa dan 

Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Ilmu Administrasi 

Publik, khususnya pada konsentrasi Manajemen Sektor Publik. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan 

evaluasi dalam Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan 

Program Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi serta dapat memberikan sedikit 

masukan dan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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